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Mengingat: 1.

Menetapkan

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penertiban
Hewan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4750),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)--sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2018
Nomor 1).

4.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERTIBAN
HEWAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya
disebut Satpol PP dan PMK adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tana Tidung atau sebutan lainnya.
Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan
pelindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan
serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan
peningkatan akses pasar untukmendukung kedaulatan, kemandirian, dan
ketahanan pangan asal Hewan.
Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara
maupun yang di habitatnya.
Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai
penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya
yang terkait dengan pertanian.
Penertiban adalah tindakan hukum berupa penangkapan, penyitaan
terhadap hewan ternak yang ditangkap oleh petugas yang berwenang.
Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan ternak penderita penyakit
menular dengan cara membunuhnya, kemudian membakar dan
menguburnya.

4.

5.

6.

7.

8.

Pasal 2

Penertiban Hewan/Ternak berasaskan:
asas kemanfaatan dan keberlanjutan:
asas keamanan dan kesehatan,
asas kerakyatan dan keadilan,
asas keterbukaan dan keterpaduan,
asas kemandirian,
asas kemitraan,
asas kearifan lokal:
asas keprofesionalan,
asas otonomi daerah: dan
asas veteriner.

2.

4.
5.
6.
7.
8.

10

Pasal 3

Penertiban Hewan bertujuan untuk:
1.

2.

3.

melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh
Hewan/Ternak yang berkeliaran secara bebas,
menjaga kualitas dan kuantitas Hewan/Ternak sebagai salah satu sumber
pangan masyarakat,
menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat,
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penertiban
Hewan/Ternak, dan

4



&. pemberantasan penyakit Hewan menular dan zoonosis.

Pasal 4

Tindakan penertiban Hewan terdiri dari tindakan Penangkapan dan
Pemusnahan.

BAB II
PENANGAKAPAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Tindakan Penangkapan

Pasal 5

Tindakan Penangkapan dilakukan terhadap Hewan/Ternak yang
berkeliaran/dilepas secara bebas pada lokasi yang dilarang sebagai berikut:
a. lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan:
b. di dalam kota, kelurahan, desa, jalan umum atau tempat lainnya yang

dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan: dan
Cc. pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga

dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
Tindakan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
bagi ternak kuda, sapi sebagai penarik Bendi, grobak dan sejenisnya tanpa
dilengkapi tempat penampungan kotoran.
Hewan/Ternak yang ditangkap dalam tindakan Penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat disita sesuai peraturan perundang-
undangan.
Hewan/Ternak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemiliknya
berkewajiban menanggung seluruh biaya pemeriksaan, pengobatan dan
perawatannya.

Bagian Kedua
Pelaksana Penangkapan

Pasal 6

Penangkapan Hewan/Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dilaksanakan oleh Satpol PP dan PMK.
Dalam melaksanakan Penangkapan, Satpol PP dan PMK dapat membentuk
tim terpadu bersama instansi terkait lainnya.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penanganan Hewan/Ternak Yang Tertangkap dan/atau Disita

Pasal 7

Petugas harus memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan
Hewan/Ternak yang tertangkap dan/atau disita.
Pemerintah Daerah menyediakan tempat khusus bagi Hewan/Ternak yang
disita untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan Ternak
tersebut.



BAB III
PEMUSNAHAN

Pasal 8

Pemusnahan Hewan atau Ternak untuk kepentingan pencegahan dan
pemberantasan penyakit dengan cara:
a. Pemusnahan bangkai Hewan,
b. pengeradikasian penyakit Hewan: dan
Cc. pendepopulasian Hewan.

Pasal 9

(1) Pemusnahan bangkai hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
dilakukan berdasarkan jenis Hewan, jenis Penyakit Hewan, waktu, dan
tempat pemusnahan.

(2) Pemusnahan bangkai Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter
Hewan setempat dengan cara pembakaran dan/atau penguburan.

Pasal 10

(1) Pembakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan
cara:
a. harus dibakar sampai hangus, dan
b. bekas bangkai Hewan dimasukkan ke dalam lubang kuburan yang telah

diisi dengan bahan bakar, kemudian dibakar dan ditutup dengan tanah
galian.

(2) Pembakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di:
a. tanah yang telah diberi lubang atau pada tempat pembakaran khusus,
b. tempat Hewan mati: dan/atau
c. sedekat mungkin dengan tempat Hewan mati.

Pasal 11

Penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan
cara:
a. dilakukan di tempat kejadian atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dokter

Hewan setempat,
b. jarak lubang kubur paling dekat 15 m (lima belas meter) dari sungai,

perigi/sumur atau sumber air minum lainnya, dan
c. dikubur di dalam lubang yang dalam sehingga jarak antara bangkai teratas

dan permukaan tanah paling dekat 1 m (satu meter).

Pasal 12

Pengeradikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b dilakukan dengan cara:

desinfeksi pada Hewan dan lingkungan hidupnya,
penggunaan bahan kimia selain desinfektan,
pembakaran,
penggunaan musuh alami vektor,O

p



d.
e.

pengomposan, dan/atau
aplikasi teknologi lainnya.

Pasal 13

Pengeradikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dilakukan dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan, manusia, dan
lingkungan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 14

Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
dilakukan dengan cara:
a. pemotongan Hewan,
b. pengeliminasian Hewan, dan
Cc. eutanasia
Pelaksanaan pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.
Kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menerapkan prinsip kebebasan hewan:
a. dari rasa lapar dan haus,
b. dari rasa sakit, dan cidera:
c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan,
d. dari rasa takut dan tertekan: dan
e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pasal 15

Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf auntuk
Penyakit Hewan Menular dan zoonosis harus berdasarkan pertimbangan
medis dari Dokter Hewan.
Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
terhadap Hewan yang diduga terkena penyakit antraks.

Pasal 16

Pendepopulasian dengan cara pengeliminasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf b terhadap satwa liar sakit dan/atau terduga sakit
harus berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan
ekosistemnya,
Pendepopulasian dengan cara pengeliminasian terhadap Hewan pembawa
Penyakit menular, zoonosis dan Hewan penular rabies (HPR) harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Eutanasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan
dengan pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk
menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan
penderitaan yang panjang.



(2) Eutanasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3).

Pasal 18

Pemusnahan bangkai Hewan, Pengeradikasian penyakit hewan dan
Pendepopulasian Hewan dilakukan oleh Peternak, perusahaan Peternakan,
pemelihara Hewan, dan/atau penanggung jawab Hewan di bawah pengawasan
dokter Hewan berwenang dan/atau Otoritas Veteriner setempat.

BAB IV
PERSYARATAN PENANGKAPAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 19

(1) Petugas melakukan penangkapan Hewan atau Ternak dalam hal:
a. Hewan atau Ternak berada pada tempat tertentu yang dilarang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,
b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum, dan
Cc. adanya pengaduan dari masyarakat.

(2) Petugas melakukan Pemusnahan Hewan atau ternak dalam hal:
a. Hewan atau Ternak yang telah ditetapkan oleh petugas berwenang

mengidap penyakit menular dan/atau zoonosis, dan
b. bangkai Hewan atau ternak yangmengidap penyakit menular dan/atau

Z0ONOSIS,

BAB V
PENANGKAPAN OLEH MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Masyarakat berhak menangkap Hewan/Ternak yang masuk pekarangan
rumah, lahan pertanian atau lahan perkebunan miliknya.

(2) Masyarakat yang melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang menyakiti, menyiksa atau membunuh Hewan/Ternak
maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Masyarakat yang menderita kerugian secara langsung akibat
Hewan/Ternak yang masuk dan merusak pekarangan rumah, lahan
pertanian atau lahan perkebunan miliknya dapat meminta ganti rugi
kepada pemilik.

(2) Penyelesaian permintaan ganti rugi disepakati bersama oleh kedua belah
pihak melalui musyawarah mufakat.

(3) Dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para
pihak dapat melibatkan pihak ketiga.

(4 Pihak yang dirugikan wajib membuktikan kerusakan tersebut yang
disebabkan oleh Hewan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,
para pihak dapat meminta bantuan Pihak Kelurahan atau Desa untuk
memediasi penyelesaian sengketa.

(6) Dalam melaksanakan mediasi, pihak Kelurahan atau Desa dapat



(7)

(2)

melibatkan pihak lain.
Apabila setelah dimediasi kesepakatan tetap tidak tercapai, pihak yang
dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke pengadilan
negeri.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan penertiban
pemeliharaan Ternak.
Peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:
a. memelihara Hewan/Ternak sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang

benar,
b. menjaga lingkungannya dari Hewan/Ternak yang berkeliaran secara

bebas,
c. memberikan pemahaman dan/atau pengetahuan kepada masyarakat

lain di sekitar lingkungan mengenai tata cara pemeliharaan
Hewan/Ternak yang benar, dan

d. melaporkan kepada petugas Penertiban apabila menemukan
Hewan/Ternak yang berkeliaran secara bebas pada tempat yang
dilarang.

(1

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 23

Petugas dalam melakukan Penertiban Hewan/Ternak berkewajiban:
a.

b.
Cc.

(1)

menjaga keselamatan Ternak sejak saat penangkapan sampai
ditebus/ dilelang,
menjaga keamanan dan kesehatan Hewan/Ternak yang ditangkap,
menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik Hewan/Ternak
paling lambat dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam,
dan
menyimpan Ternak hasil penertiban di kandang penampungan.d.

Pasal 24

pemilik Hewan/ternak berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik,
b. menyediakan kandang bagi hewan/ternak dan menjaga kebersihannya,
c. menggembalakan atau menambatkan hewan/ternak di tempat

pengembalaan pada siang hari,
d. mengandangkan hewan ternaknya pada malam hari,
e. memberi tanda khusus pada hewan ternak sebelum berumur 6 (enam)

bulan:
melaporkan jumlah, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternak
kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan
kepemilikan hewan/ternak,

f.



g. memeriksakan kesehatan hewan/ternaknya secara berkala kepada
petugas kesehatan hewan.

(2) lokasi kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jauh dari:
pemukiman penduduk,
tempat ibadah,
tempat pendidikan,
sungai-sungai/ sumber-sumber air bersih,
Pasar,
Terminal, dan

g. Tempat-tempat keramaian lainnya.
(3) dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib

mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa
setempat.

(44 dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e adalah hewan ternak karena
sesuatu hajat tidak dapat diberi tanda.

a.
b.

d.
e.
£

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 25

Petugas dalam melakukan penangkapan dan Pemusnahan dilarang bertindak
diskriminasi terhadap pemilik Hewan/Ternak dan membeli Hewan/Ternak yang
dilelang.

Pasal 26

Pemilik ternak dilarang melepas atau mengembalakan ternak pada lokasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan dan
pembinaan dalam rangka Penertiban pemeliharaan Hewan/Ternak
dan/atau pemusnahan Hewan/Ternak.

(2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi
dan/atau pelatihan mengenai tata cara pemeliharaan Hewan/Ternak, serta
kegiatan lain.

(4) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan
pembinaan dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 28
(1) Pembiayaan penyelenggaraan Penertiban, pemeliharaan dan/atau

Pemusnahan Ternak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Daerah setiap tahunnya.



(1)

(3)

Pembiayaan penyelenggaraan Penertiban, pemeliharaan danfatau
Pemusnahan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2)

BAB X
SANKSI

Pasal 29
Setiap petugas dan/atau peternak yang melanggar ketentuan Pasal 23,
pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan lisan,
b. peringatan tertulis:
c. pembekuan izin, dan/atau
d. pencabutan izin.
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan penegakan
untuk penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)

(2).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.
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